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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam

perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang

diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur

dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding

administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara

justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang

diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni

karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam

perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu

mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan

berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak

dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan

dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa

ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

......

This thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of

state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its

data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal

is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who

believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer

administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an

objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of

article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause

legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil

Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official

occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d

in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation

contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one

has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated
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crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d

can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be

interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with

no exception to administrative court judge.


